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PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

1.

BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

bahwa dalam rangka penguatan organisasi Badan Pusat
Statistik guna meningkatkan kualitas dan pelayanan
statistik dasar yang efektif dan efisien, perlu mengubah
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat
Statistik;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3683);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat Statistik;
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4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat
Statistik;

5. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor B/2001/M.PANRB/05/2014,
tanggal 13 Mei 2014 perihal Usulan Perubahan
Peraturan Presiden tentang Badan Pusat Statistik (BPS);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT
STATISTIK.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat
Statistik diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 9

Biro Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan
dan koordinasi penyusunan rencana, penyusunan anggaran,
monitoring dan evaluasi, serta transformasi statistik.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 10
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9,
Biro Bina Program menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana;
b. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan anggaran;
Cc. monitoring dan evaluasi; dan

d. pelaksanaan transformasi statistik.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 11
Biro Bina Program terdiri dari:
a. Bagian Penyusunan Rencana;
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b. Bagian Penyusunan Anggaran,;
c. Bagian Monitoring dan Evaluasi; dan
d. Bagian Transformasi Statistik.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
Bagian Penyusunan Rencana menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan teknis
statistik untuk jangka pendek, menengah, panjang, dan kegiatan
yang bersifat ad-hoc;

b. Pelaksanaan penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan non
teknis statistik untuk jangka pendek, menengah, panjang, dan
kegiatan yang bersifat ad-hoc; dan

c. Pelaksanaan penyiapan dan penyusunan keterpaduan rencana
kegiatan teknis statistik, rencana kegiatan non teknis statistik
serta penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, dan
pelaporan standar harga.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Subbagian Rencana Kegiatan Teknis Statistik mempunyai tugas
melakukan penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan teknis
statistik untuk jangka pendek, menengah, panjang, dan kegiatan
yang bersifat ad-hoc.

(2) Subbagian Rencana Kegiatan Non Teknis Statistik mempunyai
tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan
non teknis statistik untuk jangka pendek, menengah, panjang,
dan kegiatan yang bersifat ad-hoc.

(3) Subbagian Keterpaduan Rencana mempunyai tugas melakukan
penyiapan dan penyusunan keterpaduan rencana kegiatan teknis
statistik dan rencana kegiatan non teknis serta melakukan
penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, dan
pelaporan standar harga.

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 20
Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan
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penyiapan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, dan pelaporan
penyusunan akuntabilitas, monitoring program, serta evaluasi dan
pelaporan program.

Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20,
Bagian Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan, pengolahan, penyajian, analisis, evaluasi, dan
pelaporan penyusunan akuntabilitas;

b. penyiapan bahan, pemantauan, dan penyusunan pelaksanaan
monitoring program kegiatan; dan

c. penyiapan bahan, penyusunan, evaluasi dan pelaporan program
kegiatan.

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 22
Bagian Monitoring dan Evaluasi terdiri dari:
a. Subbagian Penyusunan Akuntabilitas;
b. Subbagian Monitoring Program; dan
c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program.

Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Subbagian Penyusunan Akuntabilitas mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan, pengolahan, penyajian, analisis,
evaluasi, dan pelaporan penyusunan akuntabilitas.

(2) Subbagian Monitoring Program mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan, pemantauan, dan penyusunan pelaksanaan
monitoring program kegiatan.

(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan, penyusunan, evaluasi dan
pelaporan program kegiatan.

Diantara Pasal 23 dan Bagian Ketiga Biro Keuangan Pasal 24
disisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 23a, Pasal 23b, Pasal 23c,
dan Pasal 23d berbunyi sebagai berikut:


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

11.

12.

5 2014, No.643

Pasal 23a

Bagian Transformasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan
transformasi proses bisnis, manajemen perubahan, dan keterpaduan
transformasi.

Pasal 23b

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23a,
Bagian Transformasi Statistik menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan dan penyusunan transformasi proses bisnis;

b. penyiapan bahan dan penyusunan manajemen perubahan; dan

c. penyiapan bahan, penyusunan, dan pengelolaan keterpaduan
transformasi.

Pasal 23c
Bagian Transformasi Statistik terdiri dari:
a. Subbagian Transformasi Proses Bisnis;
b. Subbagian Manajemen Perubahan; dan
Cc. Subbagian Keterpaduan Transformasi.

Pasal 23d

(1) Subbagian Transformasi Proses Bisnis mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan dan penyusunan transformasi
proses bisnis.

(2) Subbagian Manajemen Perubahan mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan manajemen
perubahan.

(3) Subbagian Keterpaduan Transformasi mempunyai tugas
melakukan penyiapan, penyusunan dan pengelolaan keterpaduan
transformasi.

Ketentuan Pasal 148 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 148
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

Subdirektorat Pengembangan Basis Data mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan basis data statistik, pengembangan
basis data manajemen, serta pengembangan sistem integrasi.

Ketentuan Pasal 149 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 149
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148,
Subdirektorat Pengembangan Basis Data menyelenggarakan fungsi:
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